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PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa
Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Kode

Etik Pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5898);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4450);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang
Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-
undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
63);

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang
Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum,
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,
Sekretariat  Panitia  Pengawas  Pemilihan  Umum
Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);



Menetapkan

11.

12.
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Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan
Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 938);

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2
Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum,
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,
Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota,
dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
187);

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10
Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan
Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
700);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TENTANG KODE ETIK PEGAWAI BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.

Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya
disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara
pemilihan umum yang mengawasi penyelenggaraan
pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang

selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang
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10.

11.

mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah
Provinsi.

Dewan Kehormatan Pemilihan Umum yang selanjutnya
disebut DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani
pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum.
Pegawai Bawaslu yang selanjutnya disebut Pegawai
adalah pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil,
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, tenaga ahli
dan tim asistensi serta tenaga lainnya termasuk tenaga
rekanan yang bekerja di Sekretariat Jenderal Bawaslu,
Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu
Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.
Kode Etik Pegawai Bawaslu yang selanjutnya disebut
Kode Etik adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan,
tulisan dan ucapan Pegawai dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsi serta pergaulan sehari-hari sebagai
penyelenggara pemilihan umum.

Majelis Kode Etik yang selanjutnya disebut Majelis
adalah tim yang bersifat ad hoc yang dibentuk Bawaslu
dan bertugas melaksanakan penegakan Kode Etik.
Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan,
tulisan, tindakan, dan/atau perbuatan Pegawai yang
bertentangan dengan Kode Etik.

Pelapor adalah seorang karena hak atau kewajiban
berdasarkan peraturan perundang-undangan harus
memberitahukan kepada pejabat yang berwenang
mengenai peristiwa Pelanggaran Kode Etik.

Terlapor adalah Pegawai yang diduga melakukan
Pelanggaran Kode Etik.

Pengadu adalah seseorang yang memberitahukan disertai
permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk
menindak Pegawai yang telah melakukan Pelanggaran
Kode Etik.

Saksi adalah adalah seorang yang dapat memberikan
keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu
Pelanggaran Kode Etik yang ia dengar sendiri, ia lihat

sendiri, dan ia alami sendiri.
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Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang
disampaikan kepada pejabat yang berwenang tentang
sedang dan/atau telah terjadi Pelanggaran Kode Etik.
Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan
tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang
berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk
dilakukan pemeriksaan terhadap Pegawai yang diduga
telah melakukan pelanggaran Kode Etik.

Pejabat yang Berwenang adalah Pejabat Pembina
Kepegawaian atau pejabat yang berwenang menghukum

atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB II
NILAI DASAR

Pasal 2

Nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai meliputi:

a.

mandiri, tidak terpengaruh dan bersikap netral dalam
melaksanakan tugas;

integritas, perilaku yang bermartabat dan bertanggung
jawab;

transparansi, keterbukaan dalam batas normatif;
professional, menjaga dan menjalankan keahlian profesi
dan mencegah benturan kepentingan dalam menjalankan
tugas;

akuntabilitas, kewajiban untuk menyampaikan
pertanggungjawaban kepada pihak yang meminta
pertanggungjawaban; dan

kebersamaan, saling mendukung dalam menjalankan

tugas dan tidak egois.



